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Bertitik tolak pada bab bab terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 
sebagal beTikut : 
a. 	 Pengurus KoperasiJKUD mempunvai kewenangan untuk melaksanakan Penyaluran 
KUT. Sehingga Pengurus koperasi mempunvai kewenangan untuk menandatangani 
peIjanjian pi~iaman KUT dengan Bank Pelaksana, meneairkan dana KUT pada 
Bank Pelaksana dan rneneruskankannva langsung kepada petani atau rnelalui 
kelompoktani. Karena mempunyai kewenangan yang begitu besar maka tanggung 
jawab dari koperasi dalam hal ini diwakili oleh pengurus koperasi adalah 
bertanggung atas pelunasan KUT dati kelompoktani/petani kepada Bank Pelaksana 
seeara penuh. 
b. 	 Usaha untuk mengatasi tunggakan adalah dengan cara melakukan pendekatan seeara 
persuasif dengan membentuk tim penagih yang diketuai oleh Kakandepkop pk&M 
dengan melibatkan satpel Bimas, PPL, LSM dan menggenearkan gerakan 
pengernballan KUT. Penye1esaian KUT belurn sarnpai lewat jalur hukurn dengan 
rnelaporkan pihak-pihak yang terkait tunggakan KUT di Kejaksaan karena 
kebanyakan tunggakan KUT itu mengendap di tangan penerima KUT. Dan jika 
lewat jalur hukum belum tentu dana KUT kembali. Dan PemeTintah masih melihat 
bahwa para pelaksana KUT dalarn hal ini Koperasi (executing) rnasih punya itikad 
baik da]am soal KUT. 
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2. 	 Saran 
a. 	 Guna rnengurangi berbagai persoalan dalarn penyelesaian KUT ~anya 
pernerintah rnelalui Departernen terkait yaitu DEPKOP, DEPTAN, DEPDAGRI 
dalarn hal ini PEMDA dan DEPKEU harus lebih bisa beketjasarna daIarn pernbuatan 
a~ranJaturan tegN~!N}t ~lfTb ~gn~n~lp.J~ Inllk!qe5 glnmapCn}>e~tilififfiJrnemouai 
ketentuan yang berlaku untuk sernua instansi, dengan dibuatnya ketentuan yang 
berlaku untuk sernua instansi, rnaka diharapkan dapat melindungi instansi untuk 
menyalurkan KUT sekaligus dalarn pengembaliannya sehingga kebocoran KUT yang 
besar dapat ditekan sekecil mungkin.Untuk rnengurangi kebocoran KUT di 
Lapangan, adanya keterbukaan para fihak yang terkait dengan KUT. 
Petanilkelompoktani hams mernberikan keterangan yang sejujur-jujumya dalarn 
penyusunan Renacana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani sehingga petani yang 
menerirna KUT benar-benar rnempunyai sawah harnparan dan bukannya petani 
berdasi. Untuk pengurus koperasi yang rneneruskan dana KUT ke petani jangan 
membuat Rencana Definitif Kebutuhan Ke]ompok Tani fiktif dengan membuat 
kelompoktani-ke]ompoktani fiktif yang membuat kebocoran KUT yang besar 
sehingga mernbuat negara dirugikan. Bagi PPL jangan asal menandatangani Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelornpok Tani dengan tidak rnengecek kebenarannya di 
lapangan , karena sukses tidaknya tergantung dari PPL. Karena PPL sebagai ujung 
tombak keberhasilan KUT. 
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